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BAB II

KESULTANAN ACEH DARUSSALAM

A. Perpindahan Kekuasaan Kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam

Wilayah paling Barat di kepulauan Nusantara adalah daerah yang pertama

kali menerima ajaran agama Islam, salah satunya yaitu Aceh. Sebelum menjadi

Kesultanan Aceh, sebelumnya yaitu Kesultanan Perlak yang pertama di

Nusantara. Kesultanan Perlak adalah Kesultanan pertama di Nusantara yang

berkuasa pada tahun 840-1292 M, di sekitar wilayah Peureulak atau Perlak. Kini

wilayah tersebut masuk dalam wilayah Aceh Timur, provinsi Nangroe Aceh

Darussalam.1

Banda Aceh merupakan ibukota Kesultanan Aceh Darussalam, sekitar

abad ke- 14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-

kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra

Purba, Kerajaan Indra Purwa Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura

(Indrapuri).2

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh

tidak lepas dari Kerajaan Islam Lamuri. Akhir abad ke 15, dengan terjalinnya

suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana

1Machfud Syaefudin dkk, Dinamika Peradapan Islam: Prefektif Historis (Yogyakarta: Pustaka
Ilmu, 2013), 253.
2Zainuddin, Asal-Usul Kota-kota di Indonesia Tempo Doeloe (Jakarta Selatan: PT Zaytuna Ufuk
Abadi, 2014), 14.
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Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam. Lokasi istana Meukuta Alam

berada di wilayah Banda Aceh.

Kerajaan Darussalam awalnya bernama Kerajaan Indra Purba yang berada

di Aceh, beribu kota di Lamuri. Ketika tahun 450-460 H (1059-1069 M) tentara

Cina yang telah menduduki Kerjaan Indra Jaya yang sekarang disebut dengan

daerah Leupung, saat itu tentara Cina menyerang Kerajaan Indra Purba yang pada

masa itu diperintah oleh Maharaja Indra Sakti.

Saat peperangan Kerajaan Islam Peureulak mengirim 300 orang di bawah

kepemimpinan Syekh Abdullah Kan’an yang bergelar “Syiah Hudan” keturunan

Arab dari Kan’an. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang bernama

Meurah Johan putra dari Adi Genali atau Teungku Kawee Teupat yaitu Raja dari

Negeri Lingga.3

Ketika tentara Cina dikalahkan, maka seluruh rakyat dan Kerajaan Indra

Pura membalas jasa dengan Maharaja Indra Sakti untuk masuk islam kemudian

mengawinkan anaknya yang bernama Putri Blieng Indra Kesumawati dengan

Meurah Johan.

Setelah Raja Maharaja Indra Sakti meninggal dunia, maka diangkatlah

menantunya yaitu Meurah Johan menjadi Raja yang bergelar Sultan Alaiddin

Johan Shah. Kemudian Kerajaan Indra Purba dijadikan Kerajaan Islam dengan

nama Kerajaan Darussalam yang beribu kota di Tei sungai Kuala Naga (Krueng

Aceh) dan dinamai Bandar Darussalam.

3Hajmy, Sejarah Kebudayan Islam di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 15-16.
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Dalam buku Hasjmy Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, bahwa

Sultan Aliddin Ali Mughayat Shah adalah sultan ke 11 yang menjabat pada tahun

916-936 H (1511-1530 M). Beliau adalah sultan Kerajaan Islam Aceh terakhir dan

membangun Kerajaan Aceh Darussalam yang meliputi seluruh kerajaan kecil-

kecil, sejak dari Aru hingga ke Jaya. Jadi, pemimpin pertama kerajaan Aceh

Darussalam mempunyai tahapan kedua yaitu pertama ketika bernama kerajaan

Darussalam yaitu dipimpin oleh Sultan Johan Shah kemudian, ketika sudah

menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Aceh Darussalam sultan pertama yang

memimpin adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Saat itu sudah dijadikan satu

kerajaa-kerajaan kecil yang ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam.

Penguasa pertama dalam Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali

Mughayat Shah. Pada awalnya, wilayah Kesultanan Aceh ini hanya mencakup

Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Syamsu Shah, ayah dari Sultan

Ali Mughayat Shah. Ketika orang-orang Portugis mulai datang ke Malaka, status

politik Aceh masih merupakan suatu Kesultanan takluk dari Kesultanan yang di

Sumatera Utara yaitu Pedir, akan tetapi Aceh kemudian melepaskan diri dari

pengaruh kekuasaan Pedir berkat seorang tokoh yang kuat menjadi penguasa

Aceh pada saat itu yaitu Sultan Ali Mughayat Shah.4

Setelah meninggalnya Sultan Ali Mughayat Shah, digantikan oleh anaknya

yaitu Sultan Salah ad-Din pada tahun 1528-1537 M. Dari buku Kesultanan Aceh

pengarang Hoesein Djajadiningrat menjelaskan bahwa Sultan Ali Mughayat Shah

4Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia III
(Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 32-32.
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mempunyai anak dua yaitu Sultan ad-Din dan Sultan Alauddin atau biasa disebut

dengan Sultan Kahhar. Sultan Riayat Shah atau disebut dengan Sultan Moeda

adalah sultan yang ke-11.5 Dari beberapa nama sultan di kerajaan Aceh

mempunyai kesamaan tetapi dalam kesamaan tersebut terdapat nama gelar yang

membedakan nama sultan tersebut.

Saat itu, sekitar tahun 1511 M, kesultanan-kesultanan kecil yang terdapat

di Aceh dan pesisir Timur Sumatera seperti Peurelak (di Aceh Timur), Pedir (di

Pidie), Daya (Aceh Barat Daya) dan Aru (di Sumatera Utara) sudah berada di

bawah pengaruh kolonial Potugis. Ali Mughayat Shah dikenal sangat anti kepada

Potugis, oleh karena itu untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan

kecil tersebut kemudian ditaklukkannya dan dimasukkan ke dalam wilayah

Kesultanannya.6 Sejak saat itu Kesultanan Aceh menjadi Kesultanan yang lebih

besar dan lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas,

hasil dari panaklukkan Kesultanan-kesultanan kecil yang berada di wilayah Aceh.7

Kemajuan Aceh pada saat itu sangat terpengaruh oleh kemunduran

Kesultanan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Ketika

Malaka jatuh ke tangan Portugis maka daerah-daerah pengaruhnya yang terdapat

di Sumatera mulai melepaskan diri dari Malaka. Ketika Malaka mulai mundur

memberi kesempatan pada Aceh untuk berkembang.8

5Raden Hoesein Djajadiningrat, Kesultanan Aceh. Terj. Teuku Hamid (Aceh: Departemen
Pendidikan dan Budayaan Proyek Pengembangan Pemuseuman, 1982/1983), 81-85.
6Hajmy, Sejarah Kebudayan Islam di Indonesia, 16-17.
7Said, Aceh Sepanjang Abad Jilid 1 (Medan: Waspada, 1981), 145.
8Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia III, 145.
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Setelah sultan Ali Mughayat Shah wafat yaitu pada tahun 12 Dzulhijjah (7

Agustus 1530 M), Kerajaan Islam Aceh Darussalam dipimpin oleh sultan

Salahuddin pada tahun 1530-1539 M. Dalam catatan sejarah, setelah mengalami

berbagai kemajuan dalam militer pada saat Sultan Ali Mughayat Shah memimpin

pemerintahan salah satunya melawan kebijakan yang Portugis buat, karena pada

kekuasaan beliau tidak ingin Portugis menguasai kerajaan Aceh Darussalam.

Setelah meninggal, pada masa pemerintahan Sultan Ala ad-Din Riayat Shah anak

dari Sultan Ali Mughayat Shah serangan untuk melawan Malaka, pertama

mengalami kegagalan dengan 3000 tentara, serangan kedua dengan kekuatan 60

kapan dan 5000 personil militer berhasil mendaraat di Malaka dan menduduki

Upeh, membakar kapal-kapal Portugis. Meskipun serangan dari Kerajaan Aceh

Darussalam pada waktu itu tidak memancing orang Portugsi keluar dari

bentengnya. Disebutkan dalam buku Amirul Hadi dalam judul Aceh, Sejarah

Budaya dan Tradisi bahwa Portugis tetap memenangkan penyerangan karena

mendapat bantuan dari Johor, Perak dan Pahang yang pada saat itu memusuhi

Aceh, karena Portugis membantu mengentikan blokade yang dilakukan oleh

Aceh.9

Setelah Sultan Alauddin Riayat Shah wafat, ia digantikan oleh anaknya

yang bernama Sultan Ali Riayat Shah atau Hosein pada tahun 1568-1575

M.10Pada masa pemerintahnya Sultan Husen, penyerangan terhadap Malaka terus

berlanjut. Pada bulan Oktober 1573 M, didukung oleh 7000 personel dan 90

kapal, pasukan Aceh kembali membombardir Malaka dan membakar suburban

9Amirul Hadi, Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), 421-42.
10Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 81.
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bagian Selatan. Disebutkan dalam buku Hoesein Djajadiningrat bahwa sultan

Husen atau Sultan Husain Ali Riayat Shah III  pada tahun 1573 M dan Tahun

1575 M sia-sia menyerang Malaka.

Kemudian sultan yang menggantikan sultan Husen yaitu Sultan Moeda

anak dari Sultan Husein. Sultan Moeda ini berumur 4 bulan, 7 tahun kemudian ia

meninggal setelah menjabat sebagai sultan. Tetapi dalam buku Hasjmy yang

berjudul Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa sultan ke

lima dalam kerajaan Aceh Darussalam berusia Tujuh bulan dan hanya menjabat

28 hari karena meninggal.11 Tetapi dalam buku Akhwan Mukkarom yang berjudul

Sejarah Islam Indonesia I, mengutip pada Harun Tucer dalam Osmanlinin

Gelgesyide Biz Uzakdogu Deobet Ace (Camlica: 2010) halaman 99 mengatakan

bahwa sultan ini tidak di cantumkan pada struktur sultan yang ada di Kerajaan

Aceh Darussalam.12 Disebutkan bahwa, sutan Ali Riayat Shah berada pada nomer

ke 10  kesultanan. Dikarenakan yang hanya menjadi sultan bayangan karena

hanya memerintah selama beberapa bulan.

Kesultanan selanjutnya digantikan oleh Sultan Sri Alam yaitu anak dari

Sultan Alauddin Riayat Shah al-kahhar. Disebutkan bahwa sultan ini sangat

kejam, beliau dibunuh setelah dua bulan memerintah dalam waktu yang singkat

yaitu pada tahun 1576 M.13Dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia

11Ibid,. 83
12Akhwan Mukarrom, Sejarah Islam Indonesia I Dari Awal Islamisasi Sampai Periode Kerajaan-
kerajaan Islam Nusantara (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 130.
13Ibid,. 81.
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yang dikarang oleh Hasjmy silsilah raja-raja kerajaan Aceh Darussalam berbeda

dengan silsilah Raja-raja Kerajaan Darussalam.

Kerajaan Aceh Darussalam selanjutnya di pimpin oleh sultan Zein al-

abidin dikenal sangat kejam dalam buku Kesultanan Aceh karangan Hoesein

Djajadiningrat. Ia juga disebut sebagai Sultan Mansur Shah, meninggal karena

dibunuh pada tahun 1577 M.14 Ketika Aceh menyerang Johor pada tahun 1582 M,

kerajaan Aceh Darussalam sudah dipimpin oleh Sultan Alauddin dari Perak atau

disebut juga dengan Sultan Mansur Sjah yaitu anak dari Sultan Ahmad.15 Dalam

buku karangan Hasjmy, mengatakan bahwa sultan Zein al-abidin memerintah

pada tahun 1579-1580 M sedangkan pada waktu itu Aceh menyerang Johor pada

tahun 1580 M tidak memungkinkan jika hanya beberapa bulan setelah turun tahta

hingga digantikan oleh sultan Ala ad-din kerajaan Aceh Darusssalam sudah

mampu untuk menyerang Johor. Karena sebelum tahun 1580 M Aceh mengalami

krisis Dinasti dan pada waktu itu juga bangsa Portugis menghancurkan armada

Aceh di depan Kedah.16

Ketika sultan Alaiddin Mansur Shah meninggal karena di bunuh oleh

Ulubalangnya namannya yaitu Sri Pada.17 Sultan Ali Riayat Shah atau Raja

Bujung, beliau naik tahtah pada tahun 1586 M. Pada tahun 1587 M percobaan

Johor dan Aceh untuk bersekutu dan pada tahun yang sama Armada Dom Paulo

de Lyma menangkap sebuah kapal Aceh dan membebaskan lintasan lewat selat-

14Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 81-85.
15Denys Lombard., Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda (1607-1636) (Jakarta: Balai Pustaka,
1991), 260.
16Ibid,. 261.
17Djajadiningrat, Kesultanan Aceh, 83.
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selat.18 Pada 28 juni tahun 1589 M/ 977 H Sultan Bujung wafat, seketika itu tahun

yang sama Sultan Alauddin Riayat Shah yaitu kakek dari Iskandar Muda menjabat

untuk menggantikan Sultan Buyung. Pada tahun kekuasaan kakek dari Iskandar

Muda ini terdapat banyak pengarang yang menerbitkan karya sastra Melayu

diantaranya yaitu pada tahun 1601 M Syams ud-Din mengarang Mirat al-

Muminin dan pada tahun 1603 M Mahkota Raja-raja dikarang oleh Bukhari Al-

Johari. Beliau dikenal dengan nama Sajjid al-Moekammal.

Sultan Ali Riayat Shah atau sultan Moeda yang kemudian menggantikan

ayahnya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Banyak sekali kejadian yang tidak

bagus bagi kekuasaan sultan Ali Riayat Shah ini, salah satunya sebelum dua tahun

genap menjabat sabagai penguasa di Aceh mengalami kelaparan pada tahum 1605

M. Ketika Johor dengan bangsa Belanda melakukan perjanjian persekutuan

melawan Malaka pada tahun 1606 M, pada 29 juni bangsa Portugis menyerang

Aceh yaitu dengan armada Martin Affonse. Wafatnya sultan Muda pada tahun

1607 M langsung digantikan oleh Iskandar Muda yaitu sepupu dari beliau.

Menurut Beaulieu, kekuasaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda

merupakan bagian yang paling menguntungkan. Di sebelah Timur beliau

menguasai Pedir, Pasai sampai Deli dan Aru, di sebelah barat meliputi Dya, Labu,

Singkel, Barus, Bataham, Pasaman, Tiku, Priaman dan Padang. Serta negara-

negara vassal di Semenanjung Melayu yaitu Johor, Kedah, Pahang dan Perak.19

18Lombard, Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda, 258.
19Ibid., 136.
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Sultan iskandar muda memerintah sekitar 29 tahun dan dijuluki dengan

Marhorm Mahkota Alam. Selanjutnya digantikan oleh Sultan Iskandar Thani Ala

ad-din Moeghayar Shah pada tahun 1636 M, lalu Sultan Ahmad, Sultan Tadj al-

alam Safiat Alauddin Shah atau Putri Sri Alam, Sultan Noer al-alam Nakiat ad-din

Sjah, Sultan Inayat Shah Zakiat ad-din atau Putri Radjah Setia pada tahun 1678

M- 1688 M, Sultan Kamalat Shah pada tahun 1688-1699 M, Sultan Badr al-alam

Syafir Hasjim Djamal Alauddin pada tahun 1699M-1702 M, Sultan Perkasa Alam

Syarif Lamtoei ibn Syarif Ibrahim pada tahun 1702 M-1703 M, Sultan Djaman al-

alam Badr al-Moenir pada tahun 1703 M- 1726 M. Sultan Djauhar al-alam Ama

ad-din Shah yang meninggal 20 hari setelah penobatannya, Sultan Shams al-alam

atau Wandi Tebing, Sultan Alauddin Ahmad Shah atau Maharaja Lela Melajo

pada tahun 1727 M- 1735 M, Sultan Ala ad-din Johan Shah atau Poejoe Aoek

pada tahun 1735 M- 1760 M, Sultan Mahmud Shah atau Tuanku Raja pada tahun

1760 M- 1781 M, Sultan Alauddin Muhammad Shah atau Tuanku Mohammad

pad tahun 1781 M- 1795 M, Sultan Alauddin Jauhar al-alam Shah pada tahun

1795 M- 1824 M, Sultan Muhammad Shah atau Tuanku Darid juga dinamai

dengan Sultan Boejang pad tahun 1824 M- 1836 M.

B. Ketentuan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Memerintah
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Dalam Tajussalatin pasal ke 17 mengatakan peri segala syarat kerajaan tak

dapat tidak bagi segala raja-raja hendaklah memelihara segala syarat.20

1. Hendaklah raja menyamakan aturan hukum yang diberikan kepada rakyat

dengan raja serta pengurus raja lainnya.

2. Seorang raja harus terbuka jika terdapat rakyat yang mengadu akan ketidak

kedholiman, maka haja harus menghukum dnegan sedail-adilnya.

3. Raja harus mempunyai sikap adil dan beriman.

4. Ketika raja menghukum seorang rakyat maka harus menggunakan kata sopan

dan lemah lembut, sehingga tidak menyakiti hati rakyat tersebut.

5. Raja dilarang keluar dari hukum syariat Allah, dan harus takut akan murka

Allah.

6. Seorang raja harus bekerja dengan baik supaya mendapatkan pahala yang

sebanding.

7. Dengan orang alim, raja harus saling mendengarkan dan bermusyawarah.

Kerajaan Aceh Darussalam menetapkan Rukun Kerajaan yang sesuai

dengan ajaran Islam yaitu:

a. Pedang keadilan. Jika tidak ada pedang, maka tidak ada kerajaan.

b. Qalam, jika tidak ada kitab undang-undang maka tidak ada Kerajaan.

c. Ilmu, jika tidak mengetahui ilmu dunia-akhirat, tidak bias mengatur Kerajaan

d. Kalam, jika tidak ada bahasam maka tidak bisa berdiri Kerajaan.

20Ul-Juhari, Bukhari, Tajussalatin (Mahkota Raja-Raja) Terj. Jumsari Jusuf (Jakarta, 1979), 99.
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Untuk dapat melaksanakan ke empat rukun tersebut, maka dalam Kerajaan

Aceh Darussalam memerlukan juga ilmu yang bisa memegang pedang, ilmu yang

bisa menulis ilmu yang bisa mengetahui mengatur dan menyusun negeri serta

ilmu bahasa.

Kerajaan Aceh Darussalam dinyatakan sebagai satu Negara hukum seperti

yang tercantum dalam Qanun Meukuta Alam.21 “Bahwa Aceh Darussalam adalah

negeri hukum yang mutlak sah, dan rakyat bukan patung yang terdiri di tengah

pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagu

besar matanya lagi panjang sampai ke timur dan ke barat”. Sebagai Negara hukum

maka semua pejabat dalam kerajaan sejak Sultan, para menteri dan pejabat

lainnya diwajibkan tunduk kepada hukum yang berlaku. Demikianlah Qanun

Meukuta Alam ditetapkan bahwa sultan Qadli Malikul Adil, para menteri, para

panglima angkatan perang, para pejabat sipil (ulubalang), dan pejabat-pejabat

lainnya diwajibkan tunduk ke bawah Qanun yaitu undang-undang hukum di

negeri Aceh.

Segala hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam didasarkan

kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan Hukum

Islam. Mengenai dengan sumber hukum, juga dalam Qanun Meukuta Alam

disebut dengan jelas yaitu:

1. Al-Quran

2. Al- Hadis

21Hajmy, Sejarah Kebudayan Islam di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 100.
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3. Ijma’ Ulama Ahlussnnah Wal Jamaah

4. Qias

Adapun hukum yang bersumber kepada empat sumber di atas yang berlaku

dalam Kerajaan Aceh Darussalam, ada empat macam yaitu, hukum, adat, reusam

dan qanun.

Yang dimaksud dengan hukum yaitu perundang-undangan yang mengatur

masalah-masalah keagamaan. Adat yaitu perundang-undangan yang mengatur

masalah kenegaraan dan dibuat oleh Sultan atau oleh penguasa dibawahnya.

reusam yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah keprotokolan

kemasyarakatan. Qanun yaitu perundang-undangan yang dibuat oleh Balai Majlis

Mahkamah Rakyat (sekarang disebut dengan DPR).

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam menganut asas

permusyawaratan. Pada masa al-Qahhar, penduduk dibagi berdasarkan sukee atau

kaom. Warga asli Batak merupakan sukee atau kaom lhe reutoih (kaum tiga ratus),

dan penduduk pendatang disebut kaom tok bate. Pembagian seperti itu

menunjukkan bahwa setiap kaum memiliki peranan penting.

Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai wilayah-wilayah perlindungannya

di luar Aceh baik di Sumatera ataupun di seberang lautan, dalam Qanun Meukuta

Alam disebut Daerah takluknya. Kepada daerah wilayah luar Aceh diberi hak

mengurus rumah tangga snediri seluas-luasnya, hanya yang diurus oleh

pemerintah pusat di Banda Aceh Darussalam yaitu urusan luar negeri dan

pertahanan.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id 

28

Untuk menjadi Sultan Qanun menetapkan 21 syarat yaitu:22Islam,

merdeka, seboleh-bolehnya laki-laki, akhir baligh, keturunan baik-baik, berani

dan tiada khianat, adil mengerjakan hukum Allah dan Rasul, memelihara perintah

agama Islam, membela rakyat dengan insaf, kasih sayang orang yang teraniaya,

sanggup memelihara negeri, sanggup melengkapi laskar, sanggup menjaga para

menteri, hulubalang, para perwira dan saudagar atau pengusaha agar jangan

menyeleweng dari rel Qanun, sanggup mengumpulkan zakat fitra, sanggup

memelihara harta baitul mal, sanggup menghukum segala orang yang bersalah

atau melanggar hukum, sanggup menyelesaikan perkara-perkara silang-sengketa

antara rakyat, harus sanggup menerima sanksi dalam perkara-perkara, sanggup

memelihara anak laki-laki dan perempuan yang tiada walinya, sanggup

membagikan harta ghaminah kepada yang mustahak, sanggup menyelidiki

pekerjaan para menteri dan pejabat-pejabat lainnya.

Syarat menjadi menteri atau Wasir Qanun yaitu: mengetahui ilmu dunia

dan ilmu akhirat, umurnya sudah cukup tua, bisa memegang amanah dan

kepercayaan rakyat, tidak berkhianat dan dhalim, setia kepada rakat, tidak tamak

kepada harta sehingga dapat menyengsarakan rakyat, tidak dengki, keras ingatan,

jernih akal pikiran serta rajin mennulis tiap-tiap urusan kerajaan, budiman dan arif

serta bijaksana, tidak mengikuti nafsu jahat dan menerima resekinya dengan

keridhoan Allah di atas tanah yang diberikan oleh kerajaan masing-masing

menurut kadarnya.23

22Ibid., 107.
23Ibid., 108.
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C. Struktur Kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam

Bentuk dan struktur Kerajaan, dalam Qanun Meukuta Alam dengan pasti

ditetapkan bagaimana bentuk struktur kerajaan. Dengan ringkasan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara berbentuk kerajaan, dimana kepala negara bergelar Sultan yang

diangkat turun menurun. Dalam keadaan dari turunan tertentu tidak ada yang

memenuhi syarat-syarat, maka boleh diangkat dan yang bukan turunan raja.

2. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukota negara Banda

Aceh Darussalam dan terdiri dari pemerintah pusat (Kerajaan), pemerintahan

Daerah (Keulelbalangan dan Kemukiman) dan pemerintah Desa (kampung).

Di daerah Aceh Besar ada tiga federasi yang terdiri dari beberapa buah

pemerintahan daerah yang dinamakan Sangoe.

3. Kepala negara bergelar Sultan Imam Adil sebagai orang pertama dalam

kerajaan, dimana menjalankan tata usaha negara dibantu oleh sekretaris negara

yang bergelar Rama Seutia Keureukon Katibul Muluk.

4. Orang yang kedua dalam kerajaan yaitu Qadli Malikul Adil, dengan empat

orang pembantunya bergelar Mufti Empat, yang bertugas membantu Qadli

Malikul Adil dalam mengeluarkan fatwa Masing-masing Qadli Malikul Adil

dari mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, madzab Hanafi dan mazhab Hambali,

yang khususnya membantu Qadli Malikul Adil dalam masalah keagamaan.

Ketetapan itu, ditetapkan oleh seorang ulama besar yang bergelar Syekhul

Islam.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby. ac.id digilib.uinsby.ac.id 

30

5. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan, Qanun

menetapkan beberapa pejabat tinggal yang bergetar Wazir (perdana menteri

dan menteri-menteri).24

Qanun mengatur atau menetapkan adanya beberapa lembaga negara pada

tingkat pemerintahan pusat yaitu:

1. Balai Rong Sari, yaitu Majelis Kerajaan yang beranggotakan menteri-menteri

inti yang bergelar “Hulubalang Empat” dan “Ulama Tujuh”.

2. Balai Gading, yaitu Majelis Perdana Mnteri yang beranggotakan menteri-

menteri kabinet yang bergelar “Hulubalang Delapan” dan Ulama Tujuh”.

3. Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat

yang beranggotakan 73 orang, masing-masing mewakili satu mukim dalam

Kerajaan Aceh Darussalam.

4. Balai Furdhah yaitu Departemen Perdagangan atau Perniagaan dalam dan luar

negeri, di bawah pimpinan Wazir Urusan Perniagaan (Menteri Perdagangan).

5. Balai Laksamana yaitu kantor pusat balatentara laut dan darat, atau

Departemen Pertahanan di bawah pimpinan Laksamana Amirul Harb (Menteri

Pertahanan).

6. Balai Majelis Mahkamah, yaitu kantor mahkamah tertinggi Departemen

Kehakiman yang beranggotakan 10 orang ulama fiqh (Fuqaha Ahli Hukum) di

bawah pimpinan Wazir Mizan (Menteri Kehakiman).

24Anthony Reid, The Contest For Nort Sumatra 1858-1898 (Kuala Lumpur: University of Malaya,
1969), 2-4
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7. Balai Baitul Mal, yaitu kantor pusat perbendaharaan negara Departemen

Kehakiman di bawah pimpinan Bendahara Raja Wazir Deham (Menteri

Keuangan).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sayid Abdullah Jamulul lail

berdasarkan buku al-Qanun Tadzkirat Tsabitah as-Sultan Mahkota Alam, bahwa

dalam kerajaan Aceh ada tiga balai permusyawaratan yaitu: Balairung Sari tempat

perundinganmya Hulubalang empat dan ulama tujuh serta para menteri, balai

gading, tempat perundingannya Hulubalang delapan, ulama tujuh dan para

menteri, Majelis Mahkamah Rakyat yang beranggotakan 173 orang wakil rakyat

dan 73 wakil mukim berunding.25

Dalam penyelenggaraan pemerintahan eksekutif, Sultan dibantu oleh sebuah

kebinet yang dipimpin oleh Mangkubumi (perdana menteri). Di samping kabinet,

Sultan didampingi pula oleh sebuah dewan pertimbangan beranggotakan empat

orang shaykh ka’bah yang diberi gelar mufti Shaykh al-Islam, semua keputusan

negara termuat dalam sarakata dengan dibubuhi stempel cap sikureung.26

25Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-Jeram Peradapan Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
314-315.
26Cap Sikureueng (stempel sembilan) adalah stempel kerajaan yang bertuliskan di tengah nama
raja yang memimpin ketika itu dan di kelilingi oleh nama-nama raja sebelumnya.


